


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 dapat tersusun.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Dokumen Perubahann RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Barat 2021 -2026 dengan melihat
pada Visi dan Misi, Adapun Visinya yaitu : “Mewujudkan Halmahera Barat Yang Aman,
Adil dan Sejahtera”. Semoga dengan tersusunnya Dokumen ini diharapkan dapat
meningkatkan akuntantabilitas pemerintah daerah yang pada akhirya akan tercapai visi
dan misii pemerintah daerah demi terwujudnya “DIAHI” Halmahera Barat.

Jailolo, Agustus 2024

Bupati Halmahera Barat

JAMES UANG, S.PD., MM
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PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsinstensi
antara  perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
pembangunaan serta guna memberi pedoman dalam
penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan prioritas plavon anggaran sementara serta
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2024 dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 165},
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Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah
di ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3961);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

X
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun
2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6.A
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2024
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. Pemerintahan Daerah adalah Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah;

d. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah;

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku
pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah;

g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan BP3D adalah wunsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di
Kabupaten Halmahera Barat;

h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;

i. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2021 - 2026 yang memuat
Visi, Misi, dan Program Kerja SKPD;

j. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2024
atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

k. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2024;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

m. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

n. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;

X
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o. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

p. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan;

q. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

a. RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
barat Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang
merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD) kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 serta dengan
berpedoman pada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

b. RKPD Perubahan tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar dalam perumusan renja perangkat daerah, sebagai pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) tahun 2024.

Pasal 3

¢. RKPD Perubahan Kabupaten Halmahera Barat 2024 disusun dengan
sistematika sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II . EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN DUA 2024

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB YV : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD perubahan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada temgg@L 4 September 2024

BUPATT ﬁ”ﬁMRHERA BARAT,

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 September 2024

e,

o
Pt

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 22

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, SH. LLM
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009




BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran
dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 secara sistemasi mengikuti
tahapan pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2021-2026. Arahan pembangunan ini
dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan program
pembangunan sehingga terarah dapat mewujudkan Visi “ Mewujudkan
Halmahera Barat Yang Aman, Adil dan Sejahtera”.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan daerah. Selanjutnya dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 tahun 2017 ayat (1) ini dijelaskan bahwa Perubahan
RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
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sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam
ayat (6) dijelaskan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan
Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas
pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program
dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan
pemerintahan Daerah.

Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan
kedalam RKPD untuk didanai dalam APBD pada tahun yang
direncanakan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Halmahera Barat untuk periode satu tahun.
RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 — 2026 yang memuat
rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan
RKPD Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan
mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan
pembangunan di daerah.

RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berkaitan
dengan itu, maka untuk mensinergikan prioritas pembangunan daerah
dengan kebijakan pemerintahan yang baru diperlukan beberapa
penyesuaian dari struktur organisasi perangkat daerah, kebijakan
pembangunan daerah hingga rencana kerja perangkat daerah. Dalam
pelaksanaan anggaran di masa penanganan stunting dan kemiskinan
ekstrim, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah
Tahun 2023 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2023,
sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022
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secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun anggaran
2023, demikian pula dengan kinerja masing-masing SKPD terhadap
pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan
dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan
program/kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu disesuaikan sejalan
dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RPJM Nasional Tahun
2020-2024. Dalam rangka penyikapi perubahan kebijakan pemerintah
tersebut, menyebabkan pengalokasian dana bantuan penyelenggaraan
pemeritah daerah kepada daerah mengalami perubahan, seperti dana
bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Akibat
perubahan tersebut perlunya dilakukan penataan ulang prioritas dan
plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk pergeseran
program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan SKPD
untuk ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 51 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan, guna
menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit
dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi
makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang
belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan
RKPD kabupaten Halmahera Barat tahun 2024

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
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Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan
Nepotisme ( Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Tidore Kepulauan di Provinsi Malukuutara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
(Lembaran Negara Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
KeuanganPemerintah Pusat dan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan

pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan
atas peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang perubahan
atas peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
KeuanganDaerah;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengengolaan Keuangan Negara sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita NegaraTahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Evaluasi
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
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penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ~ Perencanaan
Pembangunan dan keuangan daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang
pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggarn 2021;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
PenerapanStandar Pelayanan Minimal Tahun 2021;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku
Utara Tahun 2005-2025.

27. Peraturan Daerah Nomor 6. Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Halmahera
Barat tahun 2024 dimaksudkan menjamin sinkronisasi dan konsistensi
antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan
rencana pembangunan daerah, sekaligus sebagai bentuk konsistensi
pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan
partisipatif untuk menjadi acuan dalam mengakomodir hasil
musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan secara

berjenjang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di
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KabupatenHalmahera Barat.

Tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten

Halmahera Barat Tahun 2024 yaitu :

1. Sebagai acuan Pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan (PPAS), sebagai tahapan dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024.

2. Sebagai pedoman untuk Organisasi Perangkat Daerah dalam
menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RENJA-PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2024 ini bertujuan umtuk menghasilkan Pedoman dalam :

1. Mejabarkan Rencana Startegi kedalam renclana operasional
agar target capaian akhir RPJMD dapat tercapai

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menegah dengan tujuan perencanaan dan
penggangaran tahunan pembangunan daerah

3. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
pemerintah daerah melalui capaian target kinerja program dan
kegiatan pembangunan

4. Menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keterangan
Pertangguangjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD
dan

5. Menyediakan Informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah derah yang perlu disampaikan

oleh pemerintah dan masyarakat.

1.4. Sistematika Perubahan RKPD
Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :
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BABI. PENDAHULUAN, memuat/mejelaskan latar belakang, dasar
hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika
penyusunan RKPD Perubahan.

BAB Il. EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2025, memuat/mejelaskan tentang hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 berdasarkan target dan
indikator sasaran program dalam RPJMD, dan pelaksanaan
program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025
yang dilaksankan dalam APBD tahun 2025.

BAB Il KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH, memuat
kerangka pendanaan APBD-Pyang meliputi target pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,
memuat prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan
daerah pada tahun 2023;

BABV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023, memuat
kegiatan pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif,
lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana
program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencangkup
semua rencana program dan kegiatan dan sub kegiatan yang
akan dianggarkan melalui belanja dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

BAB VI. PENUTUP.
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BAB Il

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN Il TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2024 merupakan rencana tahun ke empat dalam pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. RKPD Tahun 2024 tersebut
berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD
maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Dari kebijakan pembangunan tersebut, kemudian dirumuskan
prioritas pembangunan yang hendak ditempuh pada Tahun 2024. Yang
mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT
HALMAHERA BARAT YANG AMAN ADIL DAN SEJAHTERA”, dimana
untuk mewujudkan visi Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 , maka
ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten
Halmahera Barat sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia
berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasila dan
kearifan lokal,

2. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk
mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;

3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan
sector-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan
dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya;
dan

4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan
Melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat

Program prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024
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mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat, serta
mendukung prioritas progam nasional dan prioritas progam provinsi. Hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan Il
diukur melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap

SKPD. Hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan disajikan sebagai berikut:
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TABEL, 2.1 EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHANTAHUN 2024

No

Urusan

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan

Jumlah Pagu

Jumlah Program
PD RKPD P

Jumlah Kegiatan
PD RKPD P

Jumlah Sub

Kegiatan PD

RKPD P

RKPD
2024

APBD
2024

RKPD
p
2024

RKPD
p
2024

RKPD
2024

APBD
2024

RKPD
2024

APBD
2024

RKPD P
2024

RKPD 2024

APBD 2024

RKPD P 2024

Berkuran
g

Baru

Baru

Berkura
ng

Baru

Berkuran
g

2

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

URUSAN
PEMERINTA
HAN
BIDANG
PENDIDIKA
N

16 9 9

78

39

41

141.625.590.869

212.798.566.211

194.516.026.870

17

54

URUSAN

PEMERINTA
HA BIDANG
KESEHATAN

14 10 8

38

23

27

83.941.315.000

204.313.474.129

205,712,615,772

3 14

URUSAN
PEMERINTAH
AN BIDANG
KESEHATAN

12 11 11

27

25

25

51.296.718.927

54.617.981.744

58.419.156.744

URUSAN
PEMERINTA
HA

N BIDANG
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG

10

15 8 10

27

14

21

93.911.240.592

59.377.605.963

77.400.000.000

URUSAN
PEMERINTA
HA

N BIDANG
PERUMAHAN
,KAWASAN
PEMUKIMAN
DAN
LINGKUNGAN
HIDUP

13 5 10

17

15

10.548.689.228

6.541.279.253

10.436.279.253
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URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
KETENTER
AMAN DAN
KETERTIBA
N UMUM
SERTA
PERLINDUN
GAN
MASYARAK
AT (
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA)

12

42

17

18

9.117.693.092

9.470.467.069

9.869.942.069

24

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
KETENTER
AMAN DAN
KETERTIBA
N UMUM
SERTA
PERLINDUN
GAN
MASYARAK
AT (BADAN
PENANGGU
LANGAN
BENCANA
DAERAH)

18

11

11

3.625.108.674

3.525.529.059

3.525.529.059

10

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
SOSIAL

16

13

34

11

22

10.154.912.146

8.429.209.455

19.389.774.455

12

URUSAN

- | PEMERINTA

HA N
BIDANG
PEMBERDAY
AAN
PEREMPUA

15

27

11

2.545.000.000

1.920.000.000

2.633.665.000

17
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N DAN
PERLINDUN
GA

N ANAK

10.

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
ADMINIST
RASI
KEPENDUD
UKAN DAN
PENCATAT
AN SIPIL

14

12

11

3.222.833.671

2.533.005.107

2.533.005.107

11.

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
PEMBERDA
YAAN
MASYARAK
AT DAN
DESA

15

13

4.071.204.081

5.007.940.047

6.717.965.047

12.

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
PENGENDA
LIAN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCAN
A

17

12

12

1.500.000.000

7.551.019.102

8.151.019.102

12

13.

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
PERHUBUN
GAN

22

12

39

14

20

13.874.232.078

6.786.307.612

10.764.504.612

12

23

14.

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
KOMUNIKA
SI,

13

10

39

18

16

3.948.689.894

2.883.500.143

2.983.500.143

23
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INFORMAT
IKA,
STATISTIK
DAN
PERSANDI
AN

15.

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
PENANAMA
N MODAL

11

29

3.267.480.805

2.672.615.192

3.252.715.192

21

16.

URUSAN
PEMERINT
AHAN
BIDANG
PERPUSTA
KAAN DAN
KEARSIPA
N

1.531.580.769

2.054.601.177

2.054.601.177

17.

URUSAN
PEMERIN
TAHAN
BIDANG
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN

12

20

15

13

18.756.117.574

10.705.541.660

12.192.784.160

18.

URUSAN
PEMERINTA
HAN BIDANG
PARIWISATA
DAN
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA

16

12

12

37

17

24

13.969.107.047

9.067.986.216

13.536.010.346

15

19.

URUSAN
PEMERIN
TAHAN
BIDANG
PERTANI
AN DAN
KETAHAN
AN

PANGAN

20

44

12

36.837.599.758

12.289.141.025

13.766.639.025

13

33
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20.

URUSAN
PEMERINTA
HAN BIDANG
KOPERASI,
USAHA
KECIL, DAN
MENENGAH

11

19

35

11

11

5.407.425.992

4.202.916.228

4.213.902.228

13

25

21..

UNSUR
PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTA
HAN
SEKRETARIA
T DAERAH

23

19

19

77

40

43

57.960.212.368

54.700.539.399

73.437.096.782

37

22,

UNSUR
PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTA
HAN
SEKRETARIA
T DPRD

10

10

10

25

24

25

25.290.960.991

33.138.260.991

33.660.438.431

23.

UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTA
HAN
PERENCANA
AN
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN
DAERAH

17

11

11

28

15

18

12.773.500.000

5.909.002.140

7.791.480.139

17

13

24.

UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTA
HAN
PENDAPATA
N DAERAH

43

33

34

2.000.000.000

10.491.798.424

11.519.826.924

10

25.

UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTA
HAN
PENGELOLA
KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH

18

17

17

95

58

63

202.302.096.022

227.461.347.423

236.700.556.590

35
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26.

UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTA
HAN
KEPEGAWAI
AN

14

39

13

8.191.178.685

4.692.929.641

7.644.894.640

26

27.

UNSUR
PENGAWASA
N URUSAN
PEMERINTA
HAN
INSPEKTORA
T

26

26

26

7.697.706.751

7.992.591.341

12.640.881.341

28.

KECAMATAN
JAILOLO

10

10

28.902.426.987

30.585.617.734

30.835.617.734

29.

KECAMATAN
JAILOLO
SELATAN

11

10

13

16.115.354.141

16.907.846.072,

17.157.846.072

30.

KECAMATAN
SAHU

11

10.370.803.505

11.023.751.183

11.023.751.183

31.

KECAMATAN
SAHU TIMUR

10.045.115.078

10.767.456.695

10.735.923.695

32.

KECAMATAN
IBU

7.729.837.658

8.111.754.704

8.311.517.134

33.

KECAMATAN
IBU
SELATAN

7.687.206.068

8.174.871.859

8.174.871.859
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34.

KECAMATAN
TABARU

6.338.353.643

6.905.250.240

7.021.309.240

35.

KECAMATA
N LOLODA

9.889.967.534

8.420.775.478

8.420.775.478

36.

KECAMATA
N LOLODA
TENGAH

23

3.765.442.409

4.453.413.076

4.453.413.076

16

37.

UNSUR
PEMERINT
AHAN
BADAN
KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK
DAERAHU
MUM

11 8

32

17

22

32.132.269.594

47.427.689.712

52.116.269.070

12

JUMLAH

961.699.971.631

1.122.393.582.50
4

1.200.653.319.74
9
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